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ABSTRAKSI 

Nama : Rigel Kurniawan 

          NIM                  : 202110110311034 

Judul :ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG UJI 

MATERIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 

7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI 

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 

Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

Pasal 222 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden terdapat 33 (tiga puluh tiga) permohonan yang telah masuk ke dalam 

Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim pada putusan MK 

No.62/PUU-XXII/2024 tentang uji materil pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dan Implikasi Hukum dari keluarnya putusan a quo . Tujuan dalam penelitian 

ini ialah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mana 

penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan 

norma hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual 

menggunakan doktrin-doktrin para ahli yang ada dalam Ilmu Hukum. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder 

menggunakan Studi dokumen dan Studi Pustaka dengan maksud untuk memperoleh 

data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai 

literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang 

ada hubungannya dengan sehingga dianalisa dengan melakukan Deskriptif Kualitatif 

yang dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan dengan kalimat yang 

benar sehingga akan mudah untuk dipahami. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa terdapat perbedaan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi . Pasal a quo 

dirasa telah melampaui batasan Open Legal Policy. Serta adanya implikasi yang 

ditinjau dari demokrasi yang ada di Indonesia. Hakim Konstitusi pun perlu 

memberikan pertimbangan yang kuat, jelas, dan mengurangi frasa yang bersifat 

intervensi kepada pembentuk Undang-Undang sehingga akan memberikan kekuatan 

bagi proses demokrasi Indonesia, serta adanya semangat dari masyarakat untuk 

bersama-sama ingin mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan, karena kekuasaan 

presiden dan wakil presiden terlegitimasi langsung oleh rakyat, rakyat pun memiliki 

hak dan kewajiban untuk mengawal yang telah terpilih dan menjadi pemimpinnya. 

Kata Kunci: Putusan MK, Uji Materil, Pemilu, Pertimbangan Hakim, 

Demokrasi 
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ABSTRACT 

 

Name : Rigel Kurniawan 

NIM                  : 202110110311034 

Title : ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT 

DECISION NUMBER 62/PUU-XXII/2024 ON 

MATERIAL REVIEW OF ARTICLE 222 OF LAW 

NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS 

REVIEWED FROM A DEMOCRACY 

PERSPECTIVE 

Advisor : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 

Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

Article 222 in Law Number 7 of 2017 concerning Elections which regulates the threshold 

for nominating President and Vice President, there are 33 (thirty three) applications that 

have been submitted to the Constitutional Court to test the Constitutionality of Article 222 

of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The problem discussed in this 

study is the basis for the judge's considerations in the Constitutional Court decision No. 62 

/ PUU-XXII / 2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law No. 7 of 2017 

concerning Elections and the Legal Implications of the issuance of the Constitutional Court 

decision No. 62 / PUU-XXII / 2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law 

No. 7 of 2017 concerning Elections reviewed from a democratic perspective. The purpose 

of this study is on the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XXII / 2024. The 

research method used in this study is normative juridical, where the research is conducted 

by finding legal facts based on existing legal norms. The approach method used in this 

study is a statute approach and a conceptual approach using the doctrines of experts in 

Legal Science. The legal material collection technique used is primary and secondary legal 

materials using document studies and library studies with the aim of obtaining primary 

and secondary data by reading, recording, quoting from various literature, laws and 

regulations, books and other written legal materials that exist entirely so that they are 

analyzed by conducting Qualitative Descriptives where the researcher will describe and 

explain with correct sentences so that it will be easy to understand. Based on the results of 

the study, it was found that there are differences in the considerations of the Constitutional 

Court. The a quo article is considered to have exceeded the limits of Open Legal Policy. As 

well as the existence of coercion that reviews democracy in Indonesia. Strong and clear 

legal considerations will provide strength for the Indonesian democratic process, as well 

as the spirit of the people to work together to realize the desired democracy, the power that 

comes from the legislature then does not need to be a priority, because the power of the 

president and vice president is directly legitimized by the people, the people also have the 

right and obligation to oversee those who have been elected and become their leaders. 

Keyword : Constitutional Court Decision, Material Test, Election, Judges 

Consideration, Democracy 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulilahirabbil’alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah 

ta’ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji 

Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini yang berjudul “ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG UJI 

MATERIL PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

DEMOKRASI”. 

Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi 

kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai 

suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya 

hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa. 

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat 

diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. 

Dalam penulisan skirpsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap 

rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masimg-

masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini 

penulis masih percaya bahwa ; 

“Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik dihari esok”, maka dari itu 

penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang 

tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua 
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orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi.  

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-

tingginya penulis ucapkan kepada ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., 

M.Hum selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau 

juga kerap membimbing dan memberikan dukungan. Serta penghargaan dan 

ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu Fitria Esfandiari, S.H., 

M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain 

itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta 

dukunga. 

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua 

orang tua penulis dan rekan-rekan seperjuangan yang telah mendukung 

dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan 

terimakasih penulis haturkan kepada: 

1. Almarhum Ayahanda Rawanto Rampe, terimakasih telah menjadi 

ayah yang baik bahkan sampai akhir hayatmu, anakmu sudah 

berhasil menyelesaikan apa yang ia mulai, dan telah tumbuh menjadi 

laki-laki yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, semoga 

amal ibadahmu diterima dan ditempatkan  di tempat terbaik di sisi-

Nya. Al-Fatihah. Terima kasih telah selalu memberikan yang terbaik 

dari penulis kecil hingga di masa akhir hayatmu.  Terima kasih telah 

memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang harus 
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diselesaikan. “Tumbuh lebih baik dibanding diriku”, kalimat yang 

selalu keluar dari almarhum ayahanda penulis dan selalu penulis 

ingat hingga penulis memiliki keturunan. 

2.  Ibunda Titik Widyarti sebagai  ibu penulis, terimakasih sudah 

mengusahakan segala yang terbaik untuk penulis, dan terimakasih 

telah menjadi  madrasah pertama bagi penulis,  terima kasih  atas 

semua doa yang telah engkau sampaikan ke langit atas nama penulis, 

keyakinanmu terhadap  doamu untuk penulis, dan selalu memaafkan 

kesalahan penulis sebagai anak laki-laki, yang tidak berhenti selalu 

membuat kesalahan, atas segala yang terbentuk oleh aksara, dirimu 

akan fana di hadapan sang pemilik semestas. Namun, untuk saat ini 

doa penulis untuk dirimu ialaha, semoga lama hidupmu disini, 

melihat penulis  berjuang sampai akhir.  

3. Yashinta Cindy Pramesti, Balak Betari Sitoresmi, Putri Setyo 

Prastika, Farah Aulia Khansa, terima kasih telah menjadi sosok 

kakak bagi penulis yang selalu membantu penulis di dunia 

perkuliahan, dan menjadi tempat penulis untuk bercerita tentang 

kehidupan. Terima kash telah memberikan suasana yang penulis 

rindukan mengenai rumah, terimakasih telah menjadi hal-hal indah 

yang menemani penulis di tanah rantau, terimakasih telah 

mengucapkan doa terbaik kalian kepada penulis ke atas langit, 

terimakasih telah mengingatkan penulis mengenai tanggungan 

seorang anak laki-laki tunggal kepada orang tuanya, masa-masa ini 
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yang akan penulis rindukan, masa-masa itu yang akan penulis 

harapkan bisa dipertemukan lagi di masa depan. Kalian telah 

menampung kesedihan penulis, maka tampunglah juga 

kebahagaiaan penulis, dan penulis akan siap menampung segala 

kesedihan dan kebahagiaan kalian. Semoga hal-hal baik selalu 

menyertai kalian. 

4. Teruntuk saudara-saudari Presidium, Muhammad Haritz Fityah 

Madani, Abdillah Cahya Ramadhan, S.H, Annisa Pratami, S.H, 
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Harnum Minanti K.P dan keluaga besar HMI Komisariat Hukum 

UMM Cabang Malang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman 

dan kenangan yang telah diberikan selama penulis menjadi 

mahasiswa. Selamat berjuang saudara- saudariku. Sampai bertemu 

di puncak karir nanti, dan untuk adik-adik penulis, Intelektual 

Dedikatif, Cendekiawan Reformis, Muslim Progresif, terima 
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merawat dan mempertahankan regenerasi di rumah yang biasa kita 

sebut ”Omah Ide 47”. 
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